
Menimbang 

Mengingat 

BUPATI LUMAJANG 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG 
NOMOR 1 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUMAJANG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
(Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



2 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diuba h 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik 
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 20 18 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
6321); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 5864); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6041); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6057); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6279); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
6322); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1425); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 
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35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 
Nomor 01); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Derah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Saerah Air Minum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lumajang Tahun 2017 Nomor 10); 

39 . Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 10); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 
2018 Nomor 19); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Ka bu paten Lumajang 
Tahun 2019 Nomor 8) . 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LUMAJANG 
dan 

BUPATI LUMAJANG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

Pasal 1 

( 1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 berupa laporan keuangan 
memuat: 
a. La po ran Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019; 
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 

2019; 
c. Neraca Tahun Anggaran 2019; 
d. Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019; 
e. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2019; 
f. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2019; dan 
g . Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah. 
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Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut : 
a. Pendapatan Rp 2.186.593.815.093,29 
b . Belanja Rp 2 .229.227.269.040,01-

Defisit (Rp 42.633.453.946,72) 
c. Pembiayaan 

1) Penerimaan Rp 141.544.909.582,33 
2) Pengel uaran =-.cR=-p--=-10"-'.'-'-7--=-0--=-0-'--'. 5"-'0::;._:0::....:.·-=-0-=-0-=-0i.::, 0:....;::0;__-

Pem biayaan netto Rp 130.844.409.582,33-
Sisa Lebih Anggaran Pembiayaan 
Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) 

Pasal 3 

Rp 88.210. 955.635,61 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 se bagai beriku t : 
( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

(Rp65.493.207.244,31) dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran pendapatan setelah Rp 2 .252.087 .022.337 ,60 

perubahan 
b. Realisasi 

Selisih kurang 
Rp 2.186.593.815.093,29-
(Rp 65.493.207.244,31) 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
(Rp151.384.430.879,92) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp2 .380.611.699.919,93 
b. Realisasi Rp2 .229.227.269.040,01 -

Selisih Kurang (Rp 151.384.430.879,92) 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah 
Rp85.891.223.635,6 1 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran surplus (defisit) (Rp 128.524.677 .582,33) 

setelah perubahan 
b. Realisasi 

Selisih le bih 
(Rp 
Rp 

42.633.453.946,72) -
85.891.223.635,61 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
sejumlah (Rp479.768.000,00) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran penerimaan Rp 142.024.677.582,33 

pembiayaan setelah perubahan 
b . Realisasi 

Selisih kurang 
Rp 
(Rp 

141.544.909.582,33 -
479.768.000,00) 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
sejumlah (Rp2.799.500.000,00) dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran pengeluaran Rp 13.500.000.000,00 

pembiayaan setelah perubahan 
b. Realisasi 

Selisih kurang 
Rp 
(Rp 

10.700.500.000,00 -
2 .799.500.000,00) 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 
Rp2.319 .732.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran pembiayaan netto Rp 128.524.677.582,33 

setelah peru bahan 
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Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 
dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut: 
a. Saldo anggaran lebih awal Rp 141.024.677.582,33 
b. Penggunaan SAL se bagai penerimaan =-R=p __ -=-1--'-4-=-1-=-=-0'-"2=--4'-'-.-=-6..:....7..:....7-=-=. 5C..::8'-"2"-'-'-=-3=3_

pem biayaan tahun berjalan 
Jumlah 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 
Jumlah 

d. Koreksi kesalahan pembukuan 
tahun sebelumnya 

e. Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Pasal 5 

Rp 
Rp 
Rp 
Rp 

Rp 

0 ,00 
88.210.955.635,61 + 
88.210.955.635,61 

0,00+ 

88.210. 955.635,61 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 
Desember 2019 sebagai berikut: 
a. Jumlah Aset 
b. Jumlah Kewajiban 
c. Jumlah Ekuitas Dana 

Pasal 6 

Rp 
Rp 
Rp 

2.394.009.524.655,35 
33.640.380.935,36 -

2.360.369.143.720,00 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) 
huruf d sebagai berikut: 
a . Surplus Operasi : 

Pendapatan LO Rp 
Beban Rp 
Surplus dari operasi Rp 

b. Surplus dari kegiatan non operasional: 
Surplus non operasional (Rp 

d. Pos luar biasa 
Beban luar biasa (Rp 

c. Surplus LO Rp 

Pasal 7 

2.050.779.893.016, 16 
1.978.600.473.852,37 -

72.179.419.163,79 

67.227.089.021,43) 

1.608.071.300,00) -
3.344.258.842,36 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 
e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 
se bagai beriku t : 
a. Saldo kas awal per 1 Januari 2019 
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 
c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 
d. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan 
e. Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris 
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2019 

Pasal 8 

Rp 
Rp 
(Rp 
(Rp 
Rp 
Rp 

141.024.677.582,33 
204.692.577 .903,86 

255. 925.031.850,58) 
l .581.268.000,00) 

0 ,00 
88.210.955.635,61 

Laporan perubahan ekuitas seba gaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 
(1) huruf f per 31 Desember 2019 sebagai berikut: 
a. Ekuitas awal Rp 2.355.220.862.873,39 
b. Surplus/Defisit LO Rp 3.344 .258.842,36 
c. Dampak kumulatif perubahan Rp 1.804.022.004 ,25 

kebijakan/kesalahan mendasar 
d . Ekuitas akhir Rp. 2.36 0 .369.143.72 0,00 
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Pasa19 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

Pasal 10 

Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi : 
a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar; 
b. Perusahaan Daerah Semeru; dan 
c . Perusahaan Daerah Air Minum. 

Pasal 11 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 
a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran 

Lampiran I. 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 

Lampiran I.2 

Lampiran I.3 

Lampiran I.4 

Lam piran I . 5 

b . Lampiran II 
c. Lampiran III 
d . Lampiran N 
e. Lampiran V 
f. Lam piran VI 

g . Lampiran VII 

h . Lampiran VIII 
1. Lam piran IX 

J . Lampiran X 

k. Lampiran XI 
1. Lampiran XII 

m.Lampiran XIII 

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 
Organisasi 
Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daerah Menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah , Organisasi, Program dan Kegiatan 
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja 
Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara 
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per 
Jabatan 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 
Neraca Tahun Anggaran 2019 
Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019 
Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2019 
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 
2019 
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 
Anggaran 2019 
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 
Penyisihan Dana Bergulir 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi} Daerah 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan 
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap 



n. Lampiran XIV 

o. Lampiran XV 
p. Lampiran XVI 
q . Lampiran XVII 
r. Lampiran XVIII 
s. Lampiran XIX 

t. Lampiran XX 

u. Lampiran Lainnya 
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Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam 
Pekerjaan 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya 
Daftar Dana Cadangan Daerah 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang 
Daftar Kegiatan-kegiatan Yang Belum 
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan 
Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran 
Berikutnya 
Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD / 
Perusahaan Daerah 
Ikhtisar Laporan Keuangan Desa, Kas, 
Persediaan 

Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran 
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai rincian lebih lanjut dari 
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019. 

Pasal 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lumajang. 

Diundangkan di Lumajang 
pada tanggal .:ZG Agustus 2020 

~~ M.Si. 
. - _ 03 1 004 

Ditetapkan di Lumajang 
pa , _rigg""" ~ Agustus 2020 

,~i?P AJANG, * '::" ' =-
~ - . / 

~ ,,,,,,, 

~;:," 
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